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ABSTRAK 

Studi kasus ini menganalisis Putusan Pengadilan terkait Hak Servituut 

yang membebani Hak Guna Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keunikan yang terdapat dalam sengketa pertanahan di Indonesia. Aksesibilitas 

jalan merupakan faktor penting terkait pertanahan atau lahan yang digunakan 

fungsinya. Khususnya aksesibilitas jalan yang lahan atau pekarangannya padat 

ataupun bersebelahan dengan lahan orang lain. Maraknya kasus mengenai tanah 

atau pekarangan yang bersebelahan terhadap terjadinya penutupan akses jalan 

yang semena-mena menjadi salah satu sengketa tanah yang sering dijumpai. 

Pemilihan studi kasus ini karena terdapat keunikan dalam Putusan 

Pengadilan Negeri tersebut Majelis Hakim mengabulkan tuntutan penggugat yang 

mengajukan dasar gugatan terkait Pasal 674 KUHPerdata dan Pasal 677 

KUHPerdata mengenai Hak Servituut yakni akses jalan para penggugat tertutup 

dengan hal terebut Para Tergugat telah merampas hak servituut Warga Kampung 

Lengkong Gudang selaku pihak-pihak yang lahannya bersebelahan dengan PT. 

BSD, sebagaimana yang termuat dalam diktum Undang-Undang Pokok Agraria 

bahwa telah mencabut ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai Bumi, 

Air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuang-

ketentuan mengenai Hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya 

Undang-Undang tersebut. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri tersebut diajukan 

Banding hingga Peninjauan kembali dan tetap menguatkan Putusan Pengadilan 

Negeri tersebut. Keunikan dari putusan ini juga, pada putusan Peninjauan 

Kembali pada akhirnya hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 UUPA 

sebagai pasal yang dilanggar oleh Para Tergugat. 

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk Para Penggugat harus 

lebih teliti untuk menggunakan dasar hukum yang berlaku dalam mengajukan 

gugatan, untuk Para Tergugat untuk tidak mengabaikan fungsi sosial dan 

kepentingan umum yang telah ada, untuk Para Turut Tergugat agar lebih teliti dan 

bijak dalam mengeluarkan Izin hal ini terkait untuk tidak diabaikannya 

kepentingan orang banyak. Untuk Majelis Hakim agarlebih teliti dalam 

memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan kewenangan dan peraturan 

yang berlaku. 

 

Kata Kunci: Sengeketa Pertanahan, Hak  Servituut, Fungsi Sosial
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam memenuhi kebutuhan, sebagai negara hukum segala aspek harus 

didasari oleh hukum, yang didasari oleh landasan yang sesuai yakni Pancasila 

dan UUD 1945. Adanya Pancasila dan UUD 1945 harus menjiwai hukum 

sebagai keseluruhan sistem hukum. Tujuan negara untuk membentuk 

masyarakat yang sejahtera merupakan salah satu faktor pembentukan hukum 

itu sendiri yakni agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan alur yang 

sesuai. Seperti pertanahan, kebutuhan tanah tidak lepas dari hukum yang 

mengaturnya. Dengan adanya pengaturan seperti Hukum Agraria akan 

membantu untuk menopang segala aspek mengenai pertanahan seperti lahan, 

hak atas tanah, dan pengaturan mengenai pertanahan lainnya. 

 

Masyarakat yang semakin kompleks dan berkembangnya kemampuan 

seseorang mempengaruhi adanya permintaan dari segala aspek meningkat 

tinggi. Di Indonesia sendiri kebutuhan terhadap lahan sangat tinggi, baik itu 

diperuntukan untuk tempat tinggal, usaha, ataupun objek investasi. 

Khususnya untuk tempat tinggal, sebagai individu yang beraktivitas pasti 

memerlukan lahan atau tempat dalam arti sebagian besar kegiatan manusia 

dilakukan di atas tanah. Tanah sebagai salah satu objek yang memiliki nilai 

yang tinggi. Dengan adanya permintaan dan nilai yang tinggi tersebut, segala 

problem dan polemik muncul mengenai pertanahan dan menyebabkan 

sangketa tanah di Indonesia akan cenderung tinggi. Sekarang ini tanah atau 

lahan menjadi persoalan di berbagai Negara termasuk Indonesia. Mengenai 

tanah sebagai tempat tinggal, akan menghadirkan pembahasan salah satunya 

adalah mengenai adanya akses jalan. Aksesibilitas jalan sebagai faktor yang 

sangat mempengaruhi tanah. Hal ini merupakan hal yang diabaikan bagi 



 12 

sebagian orang, tetapi bisa menjadi hal yang diutamakan bagi seseorang 

orang yang lain. Hal ini mengapa sekecil apapun akses jalan yang disediakan 

sangat diapresiasi bagi orang yang menggunakan jalan tersebut atau sebagai 

orang yang berada di daerah tersebut.  

 

Dalam konteks ini, tanah di Indonesia memiliki kaitan erat dengan Hukum 

Agraria. Ketentuan mengenai Hukum Agraria tersebut, tercantum dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disebut 

UUPA), dimana di dalam UUPA tersebut mengatur secara keseluruhan 

mengenai hukum tanah yang berlaku di Indonesia. Sebelum pengaturan di 

UUPA, mengenai pertanahan di Indonesia sendiri, dahulu diatur sebagian 

besar oleh Hukum Adat. Sejak tahun 1960 sudah ada Undang-Undang Pokok 

Agraria yang juga menjadikan Hukum Adat sebagai landasannya. Terkait 

adanya UUPA, terdapat asas yang dikenal dalam Pasal 6 yakni asas fungsi 

sosial. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat 

dibenarkan bila digunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk 

kepentingan pribadinya, terutama apabila hal tersebut menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat. 1  Terkait jalan, di Indonesia ada pengaturannya yakni 

tertuang dalam Undang-Undang tentang Jalan secara khusus (UU No. 38 

tahun 2004 tentang Jalan) disebutkan bahwa dengan adanya jalan artinya 

pengguna jalan berhak mendapatkan akses jalan yang terintegrasi atau 

terhubung dari jalan kecil, alternatif ke jalan utama sehingga harkat dan 

martabat manusia dengan mendapatkan akses jalan baik secara langsung atau 

tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup baik secara sosial, sosiologi, 

budaya dan agama sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hukum adat 

juga telah dikenal hak atas jalan sampai ke jalan umum dikenal sebagai 

bagian dari asas hukum tetangga. Hukum tetangga menurut hukum adat 

 
1 Theresia C Pasaribu, Asas-Asas Hukum Agraria, Diakses: 

https://www.hukumproperti.com/agraria/asas-asas-hukum-agraria/ (25 September 2019, 

pukul 12.48 WIB) 

https://www.hukumproperti.com/agraria/asas-asas-hukum-agraria/
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bersifat kolektif yang mendahulukan kepentingan umum dari pada 

kepentingan perorangan atau PT (Perseroan Terbatas). 2 

 

Dalam KUH Perdata ada yang dikenal dalam Bahasa Belanda adalah hak 

servituut yang diartikan sebagai Pengabdian Pekarangan, hak ini merupakan 

salah satu hak yang diatur dalam KUH Perdata khususnya dalam Buku II 

KUH Perdata. Sebagai mana pengabdian pekarangan diatur dalam Buku II 

KUH Perdata pasal 674 – 710 KUH Perdata. Pada pasal tersebut dapat 

diartikan bahwa hak servituut itu adalah hak tetangga untuk melintas saluran 

air, udara, jalan terhadap tetangga yang lain hak melintas diatas 

pekarangannya terhadap tetangga lain yang tidak mempunyai akses. Namun 

berkaitan dengan Buku II KUH Perdata sendiri setelah adanya Undang-

Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sudah tidak berlaku lagi. 

Berdasarkan buku karangan Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang 

berjudul Hukum Perdata : Hukum Benda bahwa pasal-pasal tentang hak dan 

kewajiban pemilik pekarangan pasal 625-672 KUH Perdata dan pasal-pasal 

tentang pengabdian pekarangan pasal 674-710 KUH Perdata merupakan 

beberapa dari pasal-pasal yang tidak berlaku lagi. 3  Dilihat dari 

perkembangannya dan terbentuknya, UUPA tidak menganut dualisme hukum 

yang urusan pertanahan sudah di unifikasi dengan dibentuknya pengaturan 

dalam UUPA. Sejak keberlakuan UUPA, segala urusan pertanahan sudah 

menggunakan pengaturan dalam UUPA sehingga pengaturan tanah dalam 

KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. 

 

Ketentuan dalam KUH Perdata mengenai pengabdian pekarangan dan hak 

dan kewajiban pemilik pekarangan masih digunakan oleh hakim hingga kini. 

Berdasarkan penelitian, masih adanya putusan hakim yang menjadikan pasal 

yang sudah tidak berlaku tersebut sebagai pasal yang dijadikan bahan 

 
2 Imam Sudiat, Hukum Adat dan Moderenisasi Hukum, (Yogyakarta: FH-UII, 1998), hlm. 

29-38 
3 Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: 

Liberty, 1981), hlm. 6 
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pertimbangan hakim seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 191/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., perkara ini sudah pada tahap Peninjauan 

Kembali dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini dapat dilihat 

bahwa upaya banding dan kasasi telah diupayakan. Namun pada akhirnya 

dalam tahap Peninjauan Kembali putusannya menyatakan hakim menolak 

permohonan peninjauan kembali, yang pada artinya dapat dianggap bahwa 

salah satu dasar gugatan pemohon peninjauan kembali yang tercantum 

mengenai hak servituut sudah tidak mempunyai dasar hukum lagi merupakan 

hal yang tidak disetujui oleh hakim. Dalam hal ini, tertutupnya akses jalan 

karena telah dibangun pagar durakon sehingga pemohon peninjauan kembali 

selaku pemegang Hak Guna Bangunan dapat dibebani hak servituut. 

Sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut penyelesaian kasus yang 

berkaitan mengenai lahan yang tidak memiliki akses jalan dan khususnya 

pembebanan hak servituut ini bisa atau tidak untuk hak atas tanah khususnya 

hak guna bangunan (HGB). Hak Guna Bangunan merupakan hak yang status 

kepemilikannya hanya pada bangunannya saja. 

 

1.2. Asumsi Dasar yang Muncul Dari Kasus 

Asumsi yang muncul dalam perkara Nomor 191/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst. jo. 

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 246/PDT/2011/PT DKI. jo. Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 3409K/PDT/2012  jo. Putusan Peninjauan 

Kembali Nomor 182 PK/PDT/2017 adalah pihak tergugat yakni PT. Smart 

Telcom, Tbk, PT. Bumi Serpong Damai, Tbk, dan PT. Supra Veritas telah 

menutup akses jalan warga Kampung Lengkong dengan ketentuan ini 

melanggar ketentuan mengenai fungsi sosial dalam UUPA. Tanah 

pekarangan dan rumah di kediaman yang letaknya di Kampung Lengkong 

Gudang, RT 05 RW 01, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, 

Kabupaten Tangerang/ Kota Tangerang Selatan, yang sudah dimiliki sejak 

tahun 1950 seluas ± 3500 m2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) dan di atas 
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tanah mana terdapat rumah yang memiliki MB Nomor 648.3/87-DB/2001, 

tanggal 13 Februari 2001.  

 

Para warga telah menggunakan jalan sebagai akses satu-satunya yang 

dipergunakan sebagai jalan penghubung menuju desa lengkong Gudang dan 

Desa Rawabunutu, yang semula jala swadaya kemudian sudah berubah status 

menjadi jalan desa/tanah kas desa pada periode Lurah Adih, Lurah Sugeni 

pada Turut Tergugat III. Para warga juga mempunyai alternatif jalan keluar 

dan masuk dari tempat tinggalnya yang melalui jalan kemuning yang 

melintasi Komplek Perumahan Puspita Loka BSD yang pada akhirnya ditutup 

pada tanggal 9 Maret 2006. Kemudian, para warga Kampung Lengkong 

Gudang pada akhirnya mengajukan gugatan terhadap adanya hak yang 

dilanggar yakni Hak Servituut kepada para tergugat I sampai dengan III, para 

warga Kampung Lengkong Gudang merasa telah dirampas hak Servituut 

dengan ditutupnya jalan satu-satunya kepentingan umum. 

 

Para Tergugat yakni PT. Bumi Serpong Damai, Tbk., PT. Smart Telcom dan 

PT Supra Veritas  telah memiliki hak atas tanah sebagaimana tercatat dalam 

HGB Nomor HGB Nomor 4011 dan HGB Nomor 1091. Sampai dengan saat 

ini, belum pernah ada gugatan atau putusan pengadilan yang membatalkan 

Sertifikat HGB Nomor 1091/Lengkong Gudang dan Sertipikat HGB Nomor 

4011/Lengkong Gudang sebagaimana dimaksud, sehingga secara hukum 

kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas bidang-bidang tanah a quo 

berdasarkan Sertipikat HGB Nomor 1091/Lengkong Gudang dan Sertipikat 

HGB Nomor 4011/ Lengkong Gudang adalah sah dan mempunyai kekuatan 

hukum. Berdasarkan putusannya Hakim mengabulkan hak yang diminta oleh 

para warga Kampung Lengkong Gudang yakni hak servituut, mengenai 

pengaturannya diatur pada Buku II KUH Perdata yang keberlakuannya sudah 

tidak berlaku sejak terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria.  

 

Berdasarkan buku karangan Titik Triwulan Tutik, menyatakan bahwa dengan 
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berlakunya Undang Undang Pokok Agraria, maka pasal-pasal dalam Buku II 

KUH Perdata sesuai dengan surat Departemen Agraria tanggal 26 Februari 

1964, Nomor Undang 10/3/29, pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan 

(erfdienstbaarheid) Pasal 674 Pasal 710 sudah tidak berlaku lagi. 4 Hal yang 

sama juga dikemukakan oleh Marhainis Abdullah dalam bukunya Hukum 

Perdata Materil jilid I, cetakan pertama, Penerbit: Pradnya Paramita-Jakarta 

halaman 203 sampai dengan 204. Oleh karena hak servituut yang didasarkan 

pada aturan dalam ketentuan Pasal 625 sampai dengan Pasal 672 dalam Buku 

II KUHPerdata dan ketentuan mengenai pengabdian pekarangan yang masuk 

dalam Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdata sudah tidak berlaku 

lagi, dengan demikian patut dan beralasan hukum apabila gugatan mengenai 

hak servituut untuk ditolak.   

Kemudian, hukum perdata mengenal 2 (dua) sifat dari hak servituut yaitu 

bersifat abadi dan bersifat tidak abadi. Hak servituut yang bersifat abadi 

contohnya hak mengalirkan air dan hak servituut yang tidak abadi salah 

satunya ialah hak melintasi pekarangan sebagaimana dimuat dalam buku 

Marhainis Abdulah, 5 sehingga dalil pertimbangan hukum yang menyatakan 

bahwa hak servituut adalah bersifat terus menerus dan tidak pernah berakhir 

(abadi) adalah suatu pertimbangan yang keliru. 

Berdasarkan fakta-fakta diatas dan uraian singkat kasus, dapat diasumsikan 

bahwa hak yang dimintakan para warga Kampung Lengkong Gudang 

merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dikarenakan 

keberadaan dari pagar durakon yang dibangun pihak tergugat  pun telah 

didukung dengan adanya hak atas tanah yang dimiliki oleh para tergugat. 

Dalam memunculkan hak atas tanah tersebut pasti telah diperkirakan dan 

mempunyai solusi atas jalan pengganti dari jalan yang telah ditutup. Hal 

 
4 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistim Hukum Nasional, (Jakarta: 

Kencana, 2015), hlm. 35-36 
5 Marhainis Abdulah, Hukum Perdata Material jilid 1, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1984), hlm. 203-204 
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lainnya adalah tuntutan mengenai hak yang diajukan oleh para Penggugat 

mengenai hak servituut seharusnya ditolak oleh hakim dikarenakan 

keberlakuannya sudah tidak ada dikarenakan ketentuan mengenai hak 

servituut diatur pada Buku II KUH Perdata, ketentuan mengenai pertanahan 

dalam Buku II KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya 

Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. 

Asumsi yang muncul dari perkara ini adalah bagaimana HGB dapat diberikan 

kepada pihak yang menghalangi hak servituut seseorang atau dalam perkara 

ini adalah akses jalan. Apabila ketentuan Buku II KUH Perdata sudah tidak 

berlaku lagi, mengapa tuntutan mengenai hak servituut masih dapat 

dimintakan kepada pengadilan dan dikabulkan oleh hakim ? Oleh karena itu 

berdasarkan fakta, seharusnya HGB tidak dapat diberikan apabila hak 

servituut masih berlaku, dan apabila hak servituut tidak berlaku lagi hakim 

tidak dapat mengabulkan permohonan mengenai adanya hak servituut 

melainkan hak bertetangga yang telah diatur dalam aturan lain ataupun 

konversi dari hak servituut itu sendiri. 

 

1.3. Keunikan Dari Putusan yang Akan Dikaji 

Keunikan dari kasus ini adalah tuntutan dari para penggugat mengajukan 

gugatan mengenai hak servituut yang diatur dalam Buku II KUH Perdata 

masih dikabulkan oleh hakim, sementara itu dalam ketentuannya pasal-pasal 

dalam Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai tanah sudah tidak berlaku 

lagi sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan para tergugat telah 

memiliki bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah adalah Sertipikat 

Hak atas tanah, sehingga secara hukum Para tergugat adalah pemilik yang sah 

dan satu-satunya hak atas tanah a quo berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 

1091/Lengkong Gudang dan Sertipikat HGB Nomor 4011/Lengkong 

Gudang. Namun, hal yang dilakukan oleh para tergugat juga bukan 

merupakan tindakan yang dapat dibenarkan melainkan dapat digolongkan 

sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 6 UUPA mengenai asas 
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fungsi sosial. Oleh sebab itu, para penggugat dapat mengajukan tuntutan 

Perbuatan Melawan Hukum mengenai pelanggaran terhadap Pasal 6 UUPA.  

Keunikan lainnya adalah hak servituut kurang banyak pembahasannya 

sehingga hak seperti ini tidak diketahui oleh beberapa pihak khususnya bagi 

pihak yang telah ditutup akses jalannya oleh pihak-pihak tertentu sehingga 

seharusnya hak seperti hak servituut ini ada pengaturannya dalam Undang-

Undang dan diatur secara khusus. Perkara ini dari tingkat pertama sampai 

tingkat peninjauan kembali Majelis Hakim mempunyai pendapat yang sama, 

yakni para tergugat telah melanggar hak warga terhadap akses jalan yakni hak 

servituut. Lalu bagaimana dengan keberadaan hak warga dari pihak tergugat 

sendiri yakni pengembang perumahan, dan bagaimana pula hak atas tanah 

yang telah dimiliki oleh para tergugat. Hal ini menimbulkan kerugian kepada 

kedua belah pihak dan ketidakjelasan hukum dan eksekusinya. Hal ini jelas 

dapat dikatakan unik karena terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang 

berlaku dengan putusan pengadilan. Pihak yang merugipun tidak hanya dari 

pihak masyarakat Kampung Lengkong Gudang, melainkan pihak 

pengembang perumahan juga mengalami kerugian yang cukup signifikan. 

Tak hanya itu putusan pengadilan pun tidak mudah untuk langsung dapat 

dieksekusi. 

Selain itu bagaimana Hak Atas Tanah yakni Hak Guna Bangunan dapat 

diterbitkan, sedangkan bangunan yang dibangun akan menutup akses jalan 

pihak lain ? Ditambah lagi Izin Mendirikan Bangunan atau yang disebut IMB 

hanya akan dapat diterbitkan apabila bangunan yang akan didirikan memiliki 

akses jalan sehingga bagaimana keberlakuan IMB dari para warga Kampung 

Lengkong Gudang yang sementara ini tidak memiliki akses jalan keluar dari 

rumahnya ?
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